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Judul : Implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik di kantor Pemerintahan Kabupaten Sinjai
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas masalah Implementasi
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di kantor
Pemerintahan Kabupaten Sinjai. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa survey yang
dilakukan oleh beberapa lembaga yang menunjukkan rapor yang buruk pelayanan
publik Indonesia. Sehingga perlu diketahui, bagaimana Implementasi Undang-
Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan faktor-faktor penghambat
pelayanan publik khususnya di kantor Pemerintahan Kabupaten Sinjai.
Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penulis menggunakan
metodologi yaitu: pendekatan penelitian hukum normatif-empiris (applied law
research), dengan metode pengumpulan data melalui observasi dan kuisioner.
Menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum,
pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif,
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang No. 25
tentang pelayanan publik di kantor pemerintahan kabupaten sinjai belum terlaksana
secara maksimal, serta banyaknya faktor-faktor yang menghambat proses
pelaksanaan pelayanan publik seperti masih kurangnya sumber daya aparatur serta
sarana dan prasarana pendukung proses pelaksannan pelayanan publik.
Adapun implikasinya adalah 1)Agar pemerintahan kabupaten Sinjai
mensosialisasikan kembali mengenai peran penting Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik kepada seluruh Lembaga Pemerintah
khususnya kepada unit penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi dan
menginformasikannya kepada masyarakat/pengguna layanan mengenai komponen
standar pelayanan publiknya, yang meliputi :  Dasar hukum, Persyaratan, Sistem,
mekanisme, dan prosedur, Jangka waktu penyelesaian pelayanan, Biaya/tarif
pelayanan, Produk pelayanan, Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, Kompetensi
pelaksana, Pengawasan internal, Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, Jumlah
pelaksana, Jaminan pelayanan, dan Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.
2)Agar pemerintah sinjai lebih meningkatkan sistem pelayanan publik di setiap
kantor yang menyelenggarakan pelayanan publik agar pelayanan berjalan sesuai apa





Era reformasi negara Indonesia membawa begitu banyak perubahan pada
sistem pemerintahan saat ini. Masyarakat yang semakin kritis terhadap proses
pemerintahan yang berlangsung menjadi satu tantangan tersendiri bagi pemerintahan
untuk memberikan hal yang terbaik bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah
selama ini selalu berusaha dalam mewujudkan suatu kebijakan yang komperehensif
dalam menyelesaikan masalah masyarakat, namun pada tahap implementasinya masih
belum maksimal sehingga masyarakat yang pada akhirnya dirugikan. Pada
hakekatnya pemerintah adalah pelayanan kepada masyarakat.Ia tidaklah diadakan
untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan
kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan
kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.
Dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk UU Nomor 25
tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Kebijakan ini  bertujuan memaksimalkan
pelayanan pemerintah sehingga menciptakan iklim pelayanan prima pada setiap
instansi pemerintah.
Dalam perkembangan paradigma terkini pelayanan publik, yaitu adanya
konsep The New Public Service (NPS) yang di kembangkan oleh janet V. Denhardt
dan Robert B. Denhardt pada tahun 2003, menempatkan warga sebagai citizensyang
mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dari Negara
(birokrasi). Warga Negara juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas
2hak-haknya, didengar suaranya, sekaligus dihargai nilai prefensinya.Dengan
demikian, warga Negara memiliki hak untuk menilai, menolak dan menuntut
siapapun yang secara politis bertangung jawab atas penyediaan pelayanan publik.
Salah satu prinsip utama pelayanan publik baru yang harus diwujudkan agar
pemerintah mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, yaitu dengan citizens
influence atau ukuran sejauh mana warga dapat mempengaruhi kualitas
pelayanan yang mereka terima dari pemerintah.
Pendekatan pelayanan publik baru sebenarnya senada dengan teori “Exit” dan
“Voice” yang lebih dahulu di kembangkan oleh Albert Hirschman menyatakan bahwa
kinerja pelayanan publik dapat ditingkatkan apabila ada mekanisme “Exit” dan
“Voice”. Mekanisme “Exit” berarti bahwa jika pelayanan public tidak berkualitas
maka konsumen harus memiliki kesempatan untuk memilih lembaga penyelenggara
pelayanan public lain yang disukainya.Sedangkan mekanisme “Voice” berarti adanya
kesempatan untuk mengungkapkan ketidakpuasan kepada lembaga penyelenggara
pelayanan publik.
Teori “exit” dan “voice” ini sejalan dengan teori politik klasik yang
menyatakan bahwa kekuasaan cenderung untuk korup  (power tend to corrupt) atau
disalahgunakan, sedangkan kekuasaan yang absolute sudah pasti akan
disalahgunakan. Dengan demikian untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan
publik diperlukan adanya kesetaraan posisi tawar antara konsumen dengan lembaga
penyelenggara pelayanan publik. Secara teoritis kesetaraan posisi tawar ini akan
dapat dicapai dengan cara meningkatkan posisi tawar konsumen dengan mengontrol
kewenangan/kekuasaan lembaga penelenggara pelayanan publik.
3Undang-undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik sudah lebih kurang 4
(empat) tahun di undangkan, namun beberapa survey yang dilakukan oleh beberapa
lembaga menunjukan rapor yang buruk pelayanan publik Indonesia. Tim penilai
kinerja pelayanan publik menyatakan survei tahun 2011 yang dilakukan Word Bank
terhadap 183 negara, Indonesia menempati urutan ke 129. Indonesia masih kalah
dengan india, Vietnam bahkan Malaysia sudah menempati urutan 61 dan Thailand
berada di urutan ke 70. Sementara itu, publikasi world bank doing business 2013
yang dilansir oleh International Finance Corporation (IFC), sebuah unit investasi
word bank menempatkan Indonesia pada peringkat ke-128, atau membaik 2 peringkat
dibandingkan denan tahun sebelumnya, terkait dengan tahun sebelumnya, terkait
dengan kemudahan memulai usaha (prosedur, waktu, biaya, dan pembayaran
kebutuhan modal nominal). Posisi Indonesia dalam daftar tersebut diapit oleh
Ethiopia dan Bangladesh.Kemudian Tranparency International Indonesia (TII)
meluncurkan corruption perception index (CPI) atau indeks persepsi korupsi 2012
yang disurvei oleh TI. Hasilnya cukup mencengangkan.Indonesia masih menjadi
Negara korup dengan korupsi yang semakin parah.Survey CPI tahun 2012 ini
dilakukan terhadap 174 negara di dunia.Indonesia memiliki skor CPI 32 dengan
peringkat 118.Artinya dengan skor 32 itu Indonesia belum dapat keluar situasi
korupsi yang sudah mengakar.
Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa pelayanan publik di Indonesia
masih jauh dari harapan masyarakat dengan ditandai oleh pelayanan publik yang
tidak transparan, diskriminatif, berbelit-belit, korup dan sebagainya.Kondisi ini
semua tidak terlepas dari rendahnya kualitas penyelenggara pelayanan publik yang
4belum mampu mengubah pandangannya tentang pelayanan publik, belum
dipenuhinya standarisasi pelayanan dan rendahnya partisipasi masyarakat.
Oleh karena itu masyarakat juga memiliki kepentingan untuk memastikan
penyelenggara pelayanan publik mematuhi kewajibannya untuk menyusun dan
menyediakan standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi pelayanan
publik, sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik, pelayanan khusus,
pengeleloan pengaduan, dan sistem terpadu, sebagaimana telah diatur dalam Bab  V
Undang-Undang pelayanan publik, khususnya pasal 15. Dengan terpenuhinya seluruh
kewajiban oleh penyelenggara pelayanan publik, maka hak-hak masyarakat untuk
memperoleh kejelasan pelayanan, kepastian waktu dan biaya pelayanan, akurasi
pelayanan, kemanan pelayanan, pertanggungjawaban pelayanan, kemudahan akses
layanan, profesionalitas dan kenyamanan pelayanan sebagaimana prinsip-prinsip
pelayanan publik dapat terpenuhi.1
Pelayanan publik yang ideal adalah suatu dambaan pada zaman ini, karena
memang inilah fungsi aparatur negara dalam melayani setiap warga negaranya .





“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi
neraca itu”2
1Republik Indonesia, pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan
publik
2Kementrian Agama RI. Mushaf At-Thayyib, Al-Qur’an Transliterasi Perkata dan Terjemah
Perkata (Ciputat: Cipta Bagus Sagara, 2011), h. 885.
5Ayat di atas adalah pondasi dari sebuah sistem pemerintahan, dimana
pemerintah yang diberikan amanat dalam menjalankan berbagai kewenangan dapat
menggunakannya secara adil dan sebijak mungkin agar masyarakat dapat menikmati
segala bentuk fasilitas dan pelayanan yang diperuntukkan olehnya. Penyelenggara
pelayanan publik diharapkan dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya
kepada setiap anggota masyarakat berdasarkan asas keadilan dan persamaan, hal ini
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi,
Nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, dan perbuatan sewenang-
wenang.
Dalam menjamin pemberian pelayanan kepada setiap anggota masyarakat
yang sebaik-baiknya dan perlindungan terhadap hak-hak setiap anggota
masyarakat, berdasarkan hal diatas maka penulis akan meneliti tentang bagaimana
bentuk pelaksanaan Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik di
kantor pemerintahan kabupaten sinjai, yang dirumuskan dengan judul “Implementasi
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Kantor
Pemerintahan Kabupaten Sinjai”
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian
Dalam penelitian ini yang menjadi fokus permasalahan yakni pelaksanaan
Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Faktor-faktor yang
menghambat pelaksanaan Undang-Undang tersebut di kantor pemerintahan
Kabupaten Sinjai.
C. Rumusan Masalah
6Dengan melihat latar belakang permasalahan diatas, maka penulis
merumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan publik menurut Undang-Undang No. 25
tahun 2009 di kantor pemerintahan Kabupaten sinjai?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan Undang-Undang No 25
tahun 2009 tentang pelayanan publik di kantor pemerintahan
Kabupaten Sinjai?
D. Kajian Pustaka
Secara umum, kajian pustaka merupakan bagian di mana calonpeneliti harus
mendemonstrasikan hasil bacaannya yang ekstensif terhadap literatur-literatur yang
berkaitan dengan pokok masalah yang akan dia teliti. Ini dimaksudkan agar mampu
mengidentifikasi kemungkinan signifikansi dan kontribusi akademik dari
penelitiannya pada konteks waktu dan tempat tertentu. Dalam Pasal 1 UU tentang
pelayanan publik, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau
pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.3
Makmur Makka dalam bukunya Reformasi Birokrasi, Mengatakan bahwa
untuk mengubah suatu system pelayanan publik ke arah yang lebih baik tentunya
harus dilakukan bentuk reformasi terhadap system birokrasi, reformasi birokrasi
dihadapkan pada upaya mengatasi inefisiensi, inefektifitas, tidak professional, tidak
netral, pelayanan publik rendah, rekrutmen PNS, tidak transparan, perubahan mandet,
KKN marak di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat belum terbangun,
3Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, h. 2
7pemerintahan belum berjalan dengan transparan, partisipatif dan kredibel, serta belum
terwujudnya pelayanan publik yang prima.4
H.A Moenir dalam bukunya Manajemen PelayananUumum menjelaskan
bahwa proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang secara langsung.5
Merupakan konsep yang senantiasa aktual dalam berbagai aspek kelembagaan, bukan
hanya pada organisasi bisnis, tetapi telah berkembang lebih luas pada tatanan
organisasi pemerintah. Hal ini disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang semakin maju dan kompetisi global yang sangat ketat.
Pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berorientasi kepada pelayanan
merupakan aspek yang paling utama harus dikembangkan dan ditingkatkan sehingga
member jaminan akan terwujudnya sitem pelayanan yang cepat dan tak berpihak dan
proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar
semua pekerjaan yang sedang dilaksakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah
ditentukan.6
Sedarmayanti, dalam bukunya Good Governance “kepemerintahan yang baik”
menjelaskan bahwa  terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi
gambaran administrasi publik yang berciri kepemerintahan yang baik yaitu sebagai
berikut:7
4 Makmur Makka, Reformasi Birokrasi (Jakarta, Pustaka Pelajar, 2012), h. 10.
5H.A Moenir. Manajemen Pelayanan Umum, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h 17.
6George R. Terry dalam Muchsan, Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat
Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha NEGARA di Indonesia (Yogyakarta, 2000), h. 36.
7Sedarmayanti, Good Governance Kepemerintahan yang Baik (Bandung, 2012), h. 7.
81. Akuntabilitas: adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak
selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan
kebijakan yang di tetapkannya.
2. Transparansi: pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap
rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.
3. Keterbukaan: menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk
mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak
transparan.
4. Aturan hukum: kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa
jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap
kebijakan publik yang di tempuh.
Surjadi, dalam bukunya Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik
menjelaskan bahwa kewajiban pemerintah adalah melaksanakan kewajiban negara
yang melindungi (to protect the people), melayani (to serve the people) dan mengatur
(to regulate  the people) yang pada dasarnya adalah “pemberian pelayanan”
pemenuhan kepentingan publik (public interest) dan mengatasi masalah-masalah
publik (public affairs).8
Untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik tersebut diperlukan strategi
pembaharuan yang mencakup tiga aspek yaitu aspek pembaharuan kelembagaan
birokrasi pemerintah, aspek pembaharuan identitas aparatur pemerintah dan aspek
pembaharuan proses pelaksanaan kewajiban pemerintah.Pembaharuan kelembagaan
melalui strategi reorientasi birokrarsi yaitu redefenisi visi, misi dan kebijakan publik
8Surjadi, Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik (Bandung: 2009), h. 107.
9yang berpihak pada kepentingan publik. Dilanjutkan resrukturisasi untuk
mewujudkan organisasi/kelembagaan birokrasi pemerintah yang ramping, efektif dan
efesien. Selanjutnya mewujudkan aliansi dengan organisasi sector non publik dengan
pendekatan “rakyat” sebagai shareholders pemerintah merupakan “mitra” kerja
pemerintah.
Pembaharuan identitas aparatur birokrasi pemerintah yaitu aparatur
pemerintah yang memiliki sikap dan karakter yang peka (responsiveness),
bertanggung jawab (accountable), tidak menyalah gunakan wewenang atau tidak
menyalahgunakan wewenang serta sesuai dengan kepentingan publik, ekonomis,
efektif, dan efesien, serta tidak membedakan pelanggaan, adil, dan jujur/terbuka. Dan
setiap aparatur senantiasa mengembangkan semangat “pelayanan” sehingga
pemerintah dapat memiliki pengaruh dalam arti kemampuan mengembangkan
partisipasi dan kepercayaan masyarakat.
Sedangkan pembaharuan proses pelaksanaan kewajiban pemerintah melalui
strategi penyederhanaan birokrasi, mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai
pelanggan, memanfaatkan dan memberdayakan bawahan agar meningkat
produktivitas kerja dan kembali ke fungsi dasar pemerintah sebagai pengayom,
pelindung dan pelayan masyarakat.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
a. Tujuan Penelitian:
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1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pelayanan publik menurut Undang-
Undang No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik di Kantor
pemerintahan Kabupaten Sinjai
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksaan Undang-




a) Menjadi salah satu panduan dalam memaksimalkan proses pelaksanaan
Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
b) Menjadi salah satu kontribusi akademis dalam mengembangkan konsep
dan teori pelayanan publik.
c) Diharapakan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran untuk
dijadikan  penelitian yang akan datang.
.2. Manfaat praktis
a) Bagi masyarakat
Penelitian ini memberikan dorongan moral dan membangkitkan
kesadaran akan hak dan kewajiban dan memberikan pengetahuan kepada
masyarakat bagaimana proses pelayanan yang seharusnya di peroleh dan
mengajak untuk berpikir kritis terhadap ketimpangan yang ada di lingkungan
sekitar.
b) Bagi Instansi terkait
Penelitian memberikan pemahaman dalam memberikan pelayanan




Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada
pemerintah untuk dapat bersikap lebih aktif dalam mengawasi proses
pelaksanaan UU No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik di Kantor-kantor
pemerintahan kabupaten Sinjai serta menjadi bahan pertimbangan
rekomendasi kepada pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan UU No 25




A. Pengertian Pelayanan Publik
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi
setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.1 Selanjutnya
pengertian pelayanan menurut beberapa ahli:
a. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan pengertian pelayanan bahwa
“pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa
yang diperlukan orang lain”2
b. Dennis Walker dalam bukunya yang berjudul Mendahulukan Pelanggan
sebagaimana telah diterjemahkan oleh Anton Adiwiyoto mengemukakan bahwa:
pelayanan adalah suatu yang sangat subyektif dan sulit didefinisikan karena
pelayanan sebagai subyek yang melakukan suatu transaksi dapat bereaksi secara
berbeda terhadap apa yang kelihatannya seperti pelayanan yang sama.
c. Menurut Adrian Payne dalam bukunya yang berjudul Pemasaran Jasa
mengemukakan definisi jasa (layanan) adalah merupakan suatu kegiatan yang
memiliki beberapa unsur ketidakwujudan (intangbility) yang berhubungan
1Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik
2 Departemen Pendidikan Nasional, kamus besar bahasa indonesia, (Jakarta: Gramedia
pustaka, 2011), h.92.
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dengannya, yang melibatkan beberapa interaksi dengan konsumen atau dengan
properti dalam kepemilikannya dan tidak menghasilkan transfer kepemilikan.
d. Pelayanan adalah suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh
instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, bumn dan bumd dalam
bentuk barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.3
Sedangkan pengertian publik yang saya dapatkan adalah sebagai berikut :
a. Publik adalah mengenai orang atau masyarakat, dimiliki masyarakat, serta
berhubungan dengan, atau mempengaruhi suatu bangsa, negara, atau komunitas.4
b. Menurut Emery Bogardus, Publik adalah sejumlah orang yang bersatu dalam satu
ikatan dan mempunyai pendirian sama terhadap suatu permasalahan sosial.
c. Sedangkan Herbert Blumer merumuskan Publik adalah sekelompok orang yang
dihadapkan pada suatu permasalahan, berbagi pendapat mengenai cara pemecahan
persoalan tersebut, terlibat dalam diskusi mengenai persoalan itu.
Dari pengertian pelayanan dan publik yang telah dipaparkan di atas maka
dapat kita ambil kesimpulan bahwa pelayanan publik adalah pelayanan publik atau
pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik
dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi
tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan
di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam
3Republik Indonesia, Kemenpan nomor 81 tahun 2003
4http://id.wikipedia.org/wiki/Publik. 10 September 2013
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rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Asas-asas pelayanan publik atau
penyelenggaraan negara, yaitu :
1) Asas Kepastian Hukum;
2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3) Asas Kepentingan Umum;
4) Asas Keterbukaan;
5) Asas Proporsionalitas;
6) Asas Profesionalitas; dan
7) Asas Akuntabilitas.
B. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik lahir atas
dasar kewajiban Negara untuk melayani setiap warga Negaranya dalam pemenuhan
hak dan kebutuhan dasar dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat
UUD 1945 juga untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik
yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Sedangkan tujuan di undangkannya peraturan tentang pelayanan publik ini
adalah adanya hubungan batasan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban,
dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan
publik: adanya sistem penyelenggaraan publik yang layak yang sesuai asas-asas
umum pemerintahan dan korporasi yang baik; terpenuhinya penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan adanya
perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik.
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Bahwa dalam pasal 15 dan Bab V Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang pelayanan publik ini penyelenggara pelayanan publik wajib memenuhi 10
unsur mengenai penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri, yang terdiri atas:
1. Standar Pelayanan
Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai
kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang
berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Komponen standarm pelayanan
yang dimaksud sekurang-kurangnya meliputi : dasar hukum, persyaratan, sistem
mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan,
sarana, prasarana, atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal,
penanganan pengaduan, saran dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan
yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman bebas
dari bahaya dan resiko keragu-raguan, dan evaluasi kinerja pelaksana. Dalam
menyusun dan menetapkan standar pelayanan ini, penyelenggara pelayanan publik
wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.
2. Maklumat Pelayanan
Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan
rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. Maklumat
pelayanan wajib dipublikasikan secara jelas dan luas. Penyelenggara wajib menyusun
maklumat pelayanan sesuai dengan sifat, jenis, dan karakteristik layanan yang
diselenggarakan dan dipublikasikan secara jelas (Pasal 18). Penyusunan dan
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pelaksanaan maklumat pelayanan harus dipenuhi selambat-lambatnya 2 (dua) tahun
sejak Undang-undang ini berlaku (Pasal 46).
3. Sistem Informasi Pelayanan Publik
Sistem informasi pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi
penyimpanan dan pengolahan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari
penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk
lisan, tulisan latin, tulisan dalam bentuk braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa local,
serta disajikan secara manual ataupun elektronik. Sistem informasi pelayanan publik
berisi semua informasi pelayanan publik yang berasal dari penyelenggara pelayanan
publik pada setiap tingkatan dan sekurang-kurangnya memuat informasi yang
meliputi: profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat
pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja.
4. Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan Publik
Penyelenggara pelayanan publik wajib mengelola sarana, prasarana, dan
fasilitas pelayanan publik secara efektif, efesien, transparan, akuntabel, dan
berkesinambungan serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pergantian
sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik
melakukan analisis dan menyusun daftar kebutuhan sarana, prasarana, dan fasilitas
pelayanan publik dan melakukan pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-




Penyelenggara pelayanan publik berkewajiban memberikan pelayanan dengan
perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu antara lain penyandang cacat,
lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam, dan korban bencana sosial
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diberikan tanpa tambahan biaya.
6. Biaya/Tarif Pelayanan Publik
Biaya/tarif pelayanan publik pada dasarnya merupakan tanggung jawab
Negara dan/atau mayarakat. Penentuan biaya/tarif pelayanan publik ditetapkan
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
7. Perilaku Pelaksana Dalam Pelayanan
Pelaksana pelayanan publik dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus
berperilaku sesuai paradigm umum yang berlaku di masyarakat yang diantaranya:
adil dan tidak diskriminatif, cermat, santun, dan ramah, tegas, andal dan tidak
memberikan putusan yang berlarut-larut, professional, tidak mempersulit, patut pada
perintah atasan yang sah dan wajar, menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan
integritas institusi penyelenggara, tidak membocorkan informasi atau dokumen yang
wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terbuka dan
mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan, tidak
menyalahgukan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik, tidak
memberikan informasi yang salah dan menyesatkan dalam menanggapi permintaan
informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat, tidak
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menyalahgunakan informasi, jabatan dan kewenangan yang dimiliki, sesuai dengan
kepantasan dan tidak menyimpang dari prosedur.
8. Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan
Penagawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas
internal dan pengawas eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh atasan langsung
pelaksana pelayanan publik dan oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Pengawasan eksternal penyelenggara pelayanan publik
dilakukan oleh masyarakat (berupa laporan/ pengaduan masyarakat), oleh lembaga
Negara pengawas pelayanan publik (Ombudsman RI), dan oleh DPR, DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/kota.
9. Pengelolaan Pengaduan
Penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan
pelaksana pengelolaan pengaduan serta berkewajiban menyusun mekanisme
pengelolaan pengaduan dari penerima pelayanan dengan  mengedepankan asas
penyelesaian yang cepat dan tuntas. Juga penyelenggara berkewajiban mengelola
pengaduan yang berasal dari penerima layanan, rekomendai Ombudsman RI, DPR,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam batas waktu tertentu, serta
berkewajiban menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan tersebut. Penyelenggara
pelayanan publik juga berkewajiban mengumumkan nama dan alamat penanggung
jawab pengelola pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan.
10. Penilaian Kinerja
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Penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melakukan penilaian kinerja
penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala dengan menggunakan indikator
kinerja berdasarkan standar pelayanan. Dalam rangka mempermudah
penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan penyelenggaraan
sistem pelayanan terpadu yang dilaksanakan di lingkungan lembaga yang bertujuan
untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat,
memperpendek proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah,
murah, transparan, pasti, dan terjangkau, dan memberikan akses yang lebih luas
kepada masyarakat luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan. Sistem
pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan proses pengelolaan pelayanan terhadap
beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu tempat baik
secara fisik maupun virtual sesuai dengan standar pelayanan. Sistem pelayanan
terpadu secara fisik dapat dilaksanakan melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu
dan/atau sistem pelayanan terpadu satu atap. Bahkan pada pasal 15 ayat (2)  peraturan
pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang pelayanan publik menyebutkan bahwa penyelenggaraan sistem
pelayanan terpadu satu pintu wajib dilaksanakan untuk jenis pelayanan perizinan dan
nonperizinan bidang penanaman modal.
Di dalam peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 tahun
2012 tentang pedoman penilaian kinerja pelayan publik, selain kewajiban
penyelenggara tersebut di atas, perlu juga kiranya meletakan Visi, Misi dan Motto
yang dapat memotivasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,
serta menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008 guna memberikan
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kepastian mutu layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Termasuk juga
pemberian atribut yang berupa pakaian seragam dan kartu identitas petugas dalam
mendukung formalitas dan citra dari unit pelayanan publik.
C. Kewenangan
Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang
berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang
hanya mengenai suatu “onderdeel” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam
kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbe voegdheden). Wewenang
merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak
hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi
wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta
distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.5
Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh
peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.6 Pengertian
wewenang menurut H.D. Stoud adalah:
Bevoegheid wet kan worden omscrevenals het geheel van bestuurechttelijke
bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechttelijke
rechtsverkeer. (wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan
5Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan
Bertanggung Jawab (Cet IV, Bandung ; Universitas Parahyangan, 2000), h. 22.
6Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, (Bandung ; Citra Aditya Bakti,
1994), h. 65.
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yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh
subjek hukum publik dalam hukum publik).7
Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, dapat
disimpulan bahwa kewenangan (authority) memiliki pengertian yang berbeda dengan
wewenang (competence). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal
dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan,
artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-
undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam
kewenangan itu.
Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam
melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan
keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara
atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang
asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu
pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak
terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi
mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang
diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi
mandat).
J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang
diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh
suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak
diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan
7Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah,
(Bandung ; Alumni, 2004), h. 4.
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kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan
kepada organ yang berkompeten.8
D. Kebijakan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kebijakan adalah rangkaian konsep
dan  asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu
pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.9 Dalam pengelolaan kebijakan yang
baik dibutuhkanlah partisipasi publik. Pemahaman terhadap konsep partisipasi dalam
banyak hal sering diartikan secara sederhana sebagai peran serta dalam suatu
lingkungan kegiatan. Konsep peran serta dalam pengambilan keputusan dapat
dijelaskan bahwa, peran serta (partisipasi) menunjukkan suatu proses antara dua atau
lebih pihak (individu atau kelompok yang mempengaruhi satu terhadap yang lainnya
dalam membuat rencana, kebijakan, dan keputusan. Dalam hal peran serta publik
dalam rangka pembuatan kebijakan, tuntutannya tidak hanya timbul dari individu,
tetapi setiap organisasi senantiasa harus mensyaratkan bahwa setia keputusan yang
akan diambil harus memperhitungkan pengetahuan dan pendapat dari orang-orang
yang akan berpartisipasi dan mengambil bagian di dalamnya. Untuk itu, partisipasi
kebijakan adalah suatu aktivitas, proses dan sistem pengambilan keputusan yang
mengikutsertakan semua elemen masyarakat yang berkepentingan terhadap sukses
suatu rencana. Tujuan utama dari partisipasi adalah mempertemukan seluruh
kepentingan yang sama dan yang berbeda dalam suatu proses perumusan dan
penetapan kebijakan (keputusan) secara proporsional untuk semua pihak yang terlibat
8Anonym, http://kampungilmuku.blogspot.com, (15/5/2014, 9:10 PM)
9Pusat Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”,dalam KBBI Offline V.1.2. [Software] (Ebta
Setiawan, 2011).
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dan terpengaruh oleh kebijakan yang akan ditetapkan didalamnya.10 Untuk akurasi
pengelolaan kebijakan , juga sangat diperlukan tentang model kebijakan.  Model
kebijakan dapat pula dipandang sebagai rekonstruksi artifisiak dari realitas dalam
suatu wilayah yang penuh dengan kompleksitas lingkungan dengan kemanusiaan.
Sebab itu, model kebijakan dapat dinyatakan sebagai konsep, digram grafik atau
persamaan dalam matematika. Model kebijakan dapat digunakan tidak hanya untuk
menerangkan, menjelaskan, dan memprediksikan elemen-elemen suatu kondisi
masalah, melainkan juga memperbaikinya dengan merekomendasikan serangkaian
tindakan untuk memecahkan masalah tertentu. Model kebijakan bermanfaat dan
bahkan harus ada. Model kebijakan merupakan penyederhanaan sistem masalah
dengan membantu mengurangi kompleksitas dan menjadikannya dapat dikelola para
analisis kebijakan. Demikian pula, model kebijakan dapat membantu membedakan
hal-hal yang esensial dan yang tidak esensial dari situasi masalah, mempertegas
hubungan diantara faktor atau variabel penting, dan membantu menjelaskan dan
memprediksikan konsekuensi dari pilihan kebijakan. Beberapa model kebijakan yang
dimaksud dapat diprediksikan sebagai berikut:11
1. Model deskriptif, bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi sebab dan
konsekuensi dari pilihan kebijakan. Model deskripsi digunakan untuk
memantau hasil dari kebijakan.
2. Model normatif, model ini bukan hanya bertujuan untuk menjelaskan dan
memprediksi, tetapi juga memberikan dalil dan rekomendasi untuk
mengoptimalkan pencapaian beberapa utilitas dan nilai. Beberapa jenis model
10Lijan Poltak Sinambela, dkk., Reformasi Pelayanan Publik , Teori, Kebijakan, Implementasi
(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 37.
11Lijan Poltak Sinambela, dkk., Reformasi Pelayanan Publik, h. 41-42.
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normatif yang digunakan oleh para analisis kebijakan adalah : (a) Model antri,
yaitu model normatif yang membantu menentukan tingkat kapasitas pelayanan
yang optimum; (b) Model penggantian, yaitu pengaturan waktu pelayanan dan
perbaikan yang optimum; (c) Model inventaris, yaitu pengaturan volume dan
waktu yang optimum; (d) Model biaya-manfaat, yaitu perlunya keuntungan
optimum pada investasi publik.
3. Model verbal, model ini merupakan ekspresi dalam tiga bentuk utama, yaitu
verbal, simbol dan prosedural. Model verbal diekspresikan dalam bahasa
sehari-hari. Dalam menggunakan model ini, analisis bersandar pada penilaian
nalar untuk memprediksi dan menawarkan rekomendasi. Penilaian nalar
menghasilkan argumen kebijakan, tetapi bukan dalam bentuk nilai-nilai yang
pasti. Model verbal secara relatif mudah dikomunikasikan di publik dan
berbiaya murah dan dapat mengandalkan debat publik. Keterbatasan model
verbal adalah bahwa masalah yang digunakan untuk memberikan prediksi dan
rekomendasi bersifat implisit atau tersembunyi sehingga sulit untuk
memahami dan memeriksa secara kritis argumen tersebut secara keseluruhan.
4. Model simbolis, model ini menggunakan simbol statistik, matematik dan
logika. Model simbolis sulit untuk dikomunikasikan kepada publik, bahkan
diantara para ahli pembuat model sering terjadi kesalahpahaman tentang
eleman-eleman dasar dari model simbolis. Biaya model simbolis mungkin
tidak lebih besar dari model verbal. Namun, kelemahan praktis model
simbolis adalah hasilnya yang mungkin tidak mudah diinterpretasikan bahkan
antara spesialis karena asumsinya mungkin tidak dinyatakan secara memadai.
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5. Model prosedural, model ini menampilkan hubungan yang dinamis di antara
variabel yang diyakini menjadi ciri suatu masalah kebijakan. Prediksi  dan
solusi optimal diperoleh dengan mensimulasikan dan meneliti seperangkat




Dalam kaitannya dengan pengertian pengawasan terdapat berbagai macam
pengertian. Syafiie mengidentifikasikan pengertian pengawasan menurut dari
beberapa ahli sebagai berikut:
a. Lyndal F. urwick, pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai
dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang dikeluarkan.
b. Sondang Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh
kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan
sesuai dengan rencana yang telah ditemukan sebelumnya.
c. George R Terry, pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai
yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai pelaksanaan dan bila
perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan
rencana yaitu selaras dengan standar.
d. Stephen Robein, pengawasan adalah proses mengikuti perkembangan kegiatan
untuk menjamin (to ensure) jalannya pekerjaan dengan demikian, dapat selesai
secara sempurna (accomplished) sebagaimana yang direncanakan sebelumnya
dengan pengoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan.
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e. David granick, pengawasan pada dasarnya memiliki tiga fase yaitu; fase
legislatif, fase administratif, dan fase dukungan.
f. Abdurrahman, menguraikan ada beberapa faktor yang membantu pengawasan
dan mencegah berbagai kasus penyelewengan serta penyalahgunaan wewenang,
yaitu filsafat yang dianut suatu bangsa tertentu, agama yang mendasari seorang
tersebut, kebijakan yang dijalankan, anggaran pembiayaan yang mendukung,
penempatan pegawai dan prosedur kerjanya, serta kemantapan koordinasi
dalam organisasi. 12
Menurut George R. Terry, pengawasan adalah `Control is to determine what
is accomplished evaluate it, and apply corrective measures, if needed to insure result
in keeping with the plan.` Sedangkan Newman berpendapat bahwa `Control is
assurance that the performance conform to plan.` Kemudian, Siagian memberikan
definisi tentang pengawasan bahwa proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh
kegiatan organsasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan
berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.13
Berdasarkan pengertian diatas terlihat bahwa pengawasan dititik beratkan
pada dua hal, yakni pada proses pelaksanaan kegiatan dan pada tahap evaluasi serta
koreksi terhadap pelaksanaan kegiatan. Kedua aspek pengawasan tersebut dilakukan
untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas berjalan sesuai dengan tujuan dan hasil
yang telah direncanakan. Pengawasan, juga membutuhkan beberapa unsur, yakni :
1. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas
12Anonym, http://www.negarahukum.com, (15/5/2014 9:10 PM)
13Muchsan, Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata
Usaha Negara di Indonesia (Liberty, Yogyakarta, 2000), h. 36.
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2. Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap proses kegiatan yang sedang
berlangsung atau yang telah dilaksanakan
3. Pengawasan dapat ditindaklanjuti secara administratif maupun yuridis.14
Ada tiga jenis mekanisme pengawasan yang dikenal umum. Pertama adalah
pengawasan melekat. Bentuk pengawasan ini merupakan suatu mekanisme
pengawasan yang mengombinasikan sistem manajemen dan sistem pengawasan
atasan langsung. Di dalam pengawasan ini, diharapkan kekurangan-kekurangan
dalam suatu instansi pemerintahan dapat diselesaikan dengan cepat, murah dan
efisien. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan penggunaan pengawasan
melekat sulit dilakukan dalam lingkungan mental-mental aparatur negara yang dinilai
koruptif.
Penitikberatan pada atasan inilah yang menjadi kendala besar untuk
melaksanakan pengawasan melekat dalam suatu lembaga pemerintahan. Padahal
tujuan dari adanya pengawasan melekat adalah untuk menciptakan penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang bersih, transparan, profesional
dan memiliki budaya kerja yang baik. Bagaimana dapat menyelenggarakan
pemerintahan yang bersih, transparan, profesional kalau orang-orang di dalamnya pun
masih bermental money oriented, menghalalkan segala cara dan bertendensi
melakukan praktek-praktek korup. Mereka lupa bahwa menjadi aparat pemerintah
bahkan menjadi pejabat adalah menjadi pelayan publik.
14Muchsan, Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata
Usaha Negara di Indonesia, h. 36.
27
Bentuk pengawasan lainnya dalam melakukan mekanisme pengawasan
terhadap setiap tindakan pemerintah adalah pengawasan fungsional. Pengawasan
fungsional yang mana merupakan bentuk mekanisme pengawasan yang dilakukan
oleh suatu lembaga independen yang memang sengaja dibentuk untuk mengawasi
lembaga tertentu menjadi pilihan awal daripada pengawasan melekat. Berdasarkan
Inpres No. 15 tahun 1983, subyek yang melaksanakan fungsi pengawasan fungsional
adalah:
1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
2. Inspektorat Jenderal Departemen, aparat pengawasan lembaga non
departemen/instansi pemerintah lainnya
3. Inspektorat wilayah provinsi
4. Inspektorat kabupaten/kota
Lembaga Pengawas Struktural, seperti Inspektorat Jenderal, selama ini tidak
bisa mandiri karena secara organisatoris merupakan bagian dari
kelembagaan/departemen terkait. Lagi pula pengawasan yang dilakukan bersifat
intern artinya kewenangan yang dimiliki dalam melakukan pengawasan hanya
mencakup urusan institusi itu sendiri. Kemudian, Lembaga Pengawas Fungsional,
seperti Badan Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan, meskipun tidak bersifat
intern namun substansi/sasaran pengawasan terbatas pada aspek tertentu terutama
masalah keuangan. Lagi pula aparat pengawas fungsional pada umumnya tidak
menangani keluhan-keluhan yang bersifat individual, mereka melakukan pengawasan
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terhadap pengelolaan keuangan secara rutin baik yang merupakan anggaran rutin
maupun pembangunan.
Kondisi ini membuat lembaga pengawasan struktural maupun fungsional
tidak berjalan dengan baik. Bahkan, ada kecenderungan lembaga-lembaga tersebut
malah larut dalam prilaku koruptif birokrasi sehingga, pengawasan tidak pernah
dijalankan secara serius dan keluhan-keluhan baik yang berasal dari internal birokrasi
maupun dari eksternal (masyarakat) tidak dapat ditindaklanjuti secara serius.
2. Fungsi Pengawasan
Fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses
manajemen atau administrasi berlangsung maupun setelah berakhir untuk
mengetahuai tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau kerja.
Fungsi pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan kegiatan
pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk
mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan
dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipetrtahankan dan jika mungkin
ditingkatkan dalam perwujudan manajemen/administrasi berikutnya dilingkungan
suatu organisasi/ unit krja tertentu. Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki
dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan maupun
pelaksanaannya. Untuk itulah, fungsi pengawasan dilaksanakan, agar diperoleh
umpan balik ( feed back ) untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan
atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki.
3. Subjek dan Objek Pengawasan
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Subjek Pengawasan yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia adalah
Penyelenggara Negara. Sedangkan Objek Pengawasannya adalah Maladministrasi.
Penyelenggara Negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan publik
yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan. Maladministrasi adalah perilaku atau
perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk
tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau
pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang
dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian
materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. 4 unsur
perbuatan maladministrasi dan 1 akibat 4 unsur perilaku atau perbuatan yang
melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain
dari yang menjadi tujuan   wewenang tersebut, kelalaian atau pengabaian kewajiban
hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Hasil Pengawasan berupa “Rekomendasi”. Rekomendasi adalah kesimpulan,
pendapat, dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, kepada
atasan Terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka
peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik. Terlapor
adalah Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang melakukan Maladministrasi

























Penelitian yang dilakukan adalah penelitian Penelitian lapangan (Feld
Research) yang dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan
pustaka yang bersumber dari buku-buku, telaah terhadap dokumen perkara serta
inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang
No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Untuk memperoleh data dan informasi
yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, maka lokasi penelitian dilakukan di
kantor pemerintahan yang ada di Kabupaten Sinjai .
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan Penelitian yang dilakukan adalah pendekatan penelitian hukum
normatif-empiris (applied law research), menggunakan studi kasus hukum normatif-
empiris berupa produk perilaku hukum, pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau
implementasi ketentuan hukum positif atau kontrak secara faktual pada setiap
peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang
telah ditentukan. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan
hukum positif tertulis yang di berlakukan pada peristiwa hukum in concerto dalam
masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian,
yaitu:1
1Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Cet. 1; Bandung : PT. Citra
Aditya Bakti, 2004), h. 52.
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1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normative yang berlaku
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa in concerto guna mencapai
tujuanyang telah di tentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui
perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan
pemahaman realiasi pelaksanaan ketentuan ketentuan hukum normative yang
dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.
Karena penggunanan kedua tahapan tersebut, maka penelitian hukum
normatif-empiri membutuhkan data sekunder dan data primer.
C. Sumber Data
Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari
datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Dalam
keilmuan (ilmiah), fakta dikumpulkan untuk menjadi data. Data kemudian diolah
sehingga dapat diutarakan secara jelas dan tepat sehingga dapat dimengerti oleh orang
lain yang tidak langsung mengalaminya sendiri, hal ini dinamakan deskripsi.
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.
Sumber data utama ini dicatat melalui catatan tertulis yang dilakukan melalui
wawancara  terhadap pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, baik
informan maupun responden.
2. Data Sekunder
Data sekunder mencakup dokomen-dokumen resmi, buku-buku, hasil
penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Dalam hal ini yang menjadi data
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sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dokumen-
dokumen yang berisi informasi penting.
3. Data Tersier
Data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan
terhadap data primer maupun data sekunder seperti kamus hukum, Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia dan lain-lain.
D. Metode Pengumpulan Data
Sehubungan dengan pendekatan penelitian diatas, teknik pengumpulan data
yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research),
dilakukan dengan cara mengunjungi langsung ke objek penelitian yaitu Kantor-kantor
pemerintahan kabupaten sinjai. Penelitian ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan
seperti:
a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek
penelitian terhadap aktivitas pelayanan publik yang ada di Kantor
pemerintahan kabupaten sinjai.
b. Wawancara, yaitu melakukan tanya-jawab dengan pihak-pihak yang
berhubungan dengan masalah penelitian yaitu birokrat dan masyarakat yang
mendapat pelayanan pada Kantor pemerintahan kabupaten sinjai.
c. Kuesioner, adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan
analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik
beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem
yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada.
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E. Instrumen Penelitian
Bagian ini peneliti menjelaskan tentang alat pengumpul data
yang disesuaikan dengan jenis penelitian, yakni: peraturan perundang-undangan,
Observasi, wawancara , kuesioner, dan dokumentasi.
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Dalam penulisan ini, data yang diperoleh kemudian di kumpulkan baik secara
primer maupun sekunder, dan di analisis secara mendalam. Selanjutnya
diajukan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambark
an permasalahan dengan penyelesaiannya yang berkaitan dengan penulisan ini.
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BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai merupakan satu satunya
Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten, dibangun diatas tanah seluas 14.496 m²,
dengan luas bangunan 10.147,2 m² dan diresmikan pada tahun 1982. Rumah Sakit
Daerah Kabupaten Sinjai  pada awal pendiriannya sesuai dengan Peraturan Daerah
No. 15 tahun 1994 merupakan Rumah Sakit Tipe D.Dalam perkembangannya, seiring
dengan pelaksanaan Pembangunan kabupaten Sinjai yang menetapkan bidang
kesehatan sebagai salah satu dari Tiga Pilar Pembangunan Sinjai (Agama, Pendidikan
dan Kesehatan), maka status Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai
meningkat menjadi Rumah Sakit Tipe C ditandai dengan terbitnya  Surat keputusan
Menteri Kesehatan RI No. 1412/Menkes/SK/XI/2006, pada tanggal 15 Desember
2006. Selanjutnya pada tahun 2007 sesuai dengan penilaian Komite Akreditasi
Rumah Sakit (KARS) terbit SK Menteri Kesehatan nomor HK.00.06.3.5.2627
tanggal 3 Mei 2007 tentang Status Akreditasi Penuh Tingkat Dasar maka Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai mendapat pengakuan di bidang pelayanan
kesehatan untuk 5 (lima) pelayanan yaitu :
- Pokja Pelayanan Administrasi
- Pokja Pelayanan Medis
- Pokja Pelayanan Keperawatan
- Pokja Pelayanan Instalasi Gawat Darurat
- Pokja Rekam Medik
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1) Organisasi dan Kelembagaan
a. Dasar  Pembentukan Organisasi
Struktur Organisasi Rumah Sakit Daerah Kabupaten Sinjai dibentuk
berdasarkan Peraturan Deerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2007 tanggal 20 Agustus
2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16 Tahun 2007), tentang
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Sinjai.
b. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Rumah Sakit Daerah Kabupaten Sinjai berdasarkan
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Sinjai  adalah sebagai berikut :
1) Direktur
Bagian Tata Usaha terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
b. Sub Bagian Kepegawaian
c. Sub Bagian Keuangan
2) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sarana terdiri dari :
a. Seksi perencanaan
b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana
3) Bidang Pelayanan dan Keperawatan terdiri dari :
a. Seksi Pelayanan dan Keperawatan
b. Seksi Rekam Medik dan Pelaporan
4) Bidang Pendidikan dan Akreditasi terdiri dari :
a. Seksi Peningkatan SDM dan Penyuluhan Kesehatan
b. Seksi Akreditasi dan Penelitian Kesehatan
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5) Unit Non Struktural terdiri dari :
a. Satuan Pengawas Intern
b. Komite Medik
c. Instalasi
6) Kelompok Jabatan Fungsional
7) Staf Medik Fungsional
c. Sumber Daya Manusia (Kepegawaian)
Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Sinjai memiliki tenaga medis dan non
medis, tenaga administrasi serta tenaga operasional yang berstatus Pegawai Negeri
Sipil, honorer, maupun tenaga harian lepas.Adapun rincian jumlah pegawai
berdasarkan status kepegawaian, latar belakang pendidikan, dan penempatan dalam
jabatan adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
NO STATUS KEPEGAWAIAN JUMLAH KETERANGAN
1 Pegawai Negeri Sipil Pemerintah
Kabupaten Sinjai
259











Tabel 2. Data Jumlah Tenaga Medis dan Non Medis
NO
TENAGA MEDIS DAN NON
MEDIS
JUMLAH KETERANGAN




2 Dokter Umum 14
3 Dokter Gigi` 3
4 Tenaga Keperawatan 151
5 Tenaga Kefarmasian 12
6 Tenaga Kesehatan Masyarakat 7
7 Tenaga Gizi 6
8 Tenaga Keteknisan Medis 29
9 Tenaga Administrasi 36
TOTAL 264
Tabel 3. Data Jumlah Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Sinjai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
NO KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH KET
1 Profesi Dokter 14
2 Profesi Dokter Spesialis 6
3 Profesi Dokter Gigi 3
4 Profesi Apoteker 6
5 Profesi Ners 11
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6 S.2 Manajemen 4
7 S.1 Keperawatan 5
8 S.1 Farmasi (Asisten Apoteker) 2
9 S.1 Kesehatan Masyarakat 7
10 S.1 Gizi 1
11 S.1 Ekonomi 4
12 S.1 Komunikasi 1
13 S.1 Hukum 1
14 S.1 Komputer 4
15 D.4 Keperawatan 4
16 D.4 Kebidanan -
17 D.3 Keperawatan 112
18 D.3 Kebidanan 16
19 D.3 Keperawatan Gigi 3
20 D.3 Keperawatan Anastesi 2
21 D.3 Sanitarian/Akademi KesehatanLingkungan
-
22 D.3 Farmasi 3
23 D.3 Gizi 4
24 D.3 Fisioterapi 4
25 D.3 Radiologi (APRO/ATRO) 7
26 D.3 Perekam Medik 5
27 D.3 Teknik Elektromedik (ATEM) 4
28 D.3 Analis Kesehatan 6
29 D.1 Kebidanan 2
30 Sekolah Pengatur Teknik Gigi (SPTG) 1
31 Sekolah Menengah Analis Kesehatan (SMAK) 1
32 Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) -
33 Sekolah Pengatur Rawat Gigi (SPRG) 2
34 Sekolah Asisten Apoteker (SAA) 1
35 Sekolah Menengah Farmasi (SMF) 1
36 Sekolah Penyehatan/Sanitarian (SPPH) 1








Berdasarkan data ketenagaan tersebut di atas, Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Sinjai masih membutuhkan tambahan tenaga terutama tenaga dokter dan
dokter ahli. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit, Rumah sakit Umum
Tipe C harus memiliki paling sedikit empat pelayanan medik spesialis dasar dan
empat pelayanan medik spesialis penunjang. Pelayanan medik spesialis dasar terdiri
pelayanan Penyakit Dalam, Kesehatan Anak, Bedah serta Obstetri dan
Ginekologi.Sedangkan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai baru memiliki
tenaga dokter ahli penyakit dalam, Bedah serta Obstetri dan Ginekologi.Sementara
pelayanan Kesehatan Anak masih dilaksanakan oleh seorang dokter umum.Dokter
ahli yang bertugas pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Sinjai terdiri dari status
Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sinjai, Pegawai Negeri Diperbantukan
dan Tenaga Kontrak Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai juga sementara ini sedang
menugaskan beberapa dokter untuk melanjutkan pendidikan pada beberapa bidang
keahlian,yaitu satu orang dokter pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)
Bedah, satu orang dokter pada PPDS anak, satu orang dokter pada PPDS Obstetri dan
Ginekologi, satu orang dokter pada program PPDS Ilmu Penyakit Dalam. Sehingga
diharapkan bebera tahun ke depan RUmah Sakit Daerah Kabupaten Sinjai dapat
memenuhi kualifikasi tenaga dokter ahli sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan
Nmor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit Tipe C.
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d. Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit Daerah Kabupaten Sinjai memiliki sarana dan prasarana
pendukung perlengkapan rawat jalan, perlengkapan rawat inap, perlengkapan
penunjang medik, perlengkapan rawat intensif, perlengkapan penunjang non medik,
serta perlengkapan kantor.
Tabel 4 : Data  Sarana dan Prasarana Rumah Sakit







Poliklinik Umum 1 TT
Poliklinik Gigi dan Mulut 2 dental
unit
Poliklinik Ahli  Penyakit
Dalam 1 TT
EKG ,  USG
Colour
Poliklinik Ahli Bedah 1 TT USG
Poliklinik Ahli Obstrectric
dan Ginaekologi  (Obgyn) 2 TT
USG Colour,
USG 4 dimensi




Poliklinik Anak 1 TT EKG anak







VIP 8  TT
Kelas I 13  TT
Kelas II 48 TT





Perawatan Bayi 3 TT
Curatege 2 TT













I C U 8 TT
5 Perlengkap
an Operasi
Kamar Operasi Besar 2 Unit
Kamar Operasi Kecil 1 Unit






Instalasi Radiologi 1 Unit
Instalasi Laboratorium 1 Unit
Unit Transfusi Darah 1 Unit
Instalasi Gizi 1 Unit
Instalasi Farmasi 1 Unit
Fisioterapi 1 Unit















Jenazah 1  Unit






Bangunan Air Bersih + Bak
Penampung 1 Unit
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Jaringan Komunikasi 4 Line
Kendaraan Operasional
Roda Dua 25 Unit
Kendaraan Operasional
Roda Empat 5 Unit
Ambulance 4 Unit
Mobil Jenazah 3 Unit
Mushallah 1 Unit
Posko Satpam 1 Unit
Perumahan Dinas Dokter 9 Unit
Asrama Putra 1 Unit
Asrama Putri 1 Unit
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai senantiasa berupaya
meningkatkan kelengkapan sarana dan prasara dalam rangka meningkatkan kualitas
pelayanan kepada masyarakat.
2) Lokasi
Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai berlokasi di Kelurahan Biringere
Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai tepatnya di Jl. Jendral Sudirman No.
47.dapat dilihat pada denah berikut ini
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3) Visi dan Misi
Berdasarkan kondisi rill saat ini, dan dengan mempertimbangkan hasil analisis
lingkungan strategis, serta harapan untuk melakukan perubahan di masa yang akan
datang, maka Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai menetapkan Visi :
Visi :
Rumah Sakit Umum Sinjai,  Terbaik dalam Pelayanandi kawasan selatan
Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013
Rumah Sakit Umum Sinjai Terbaik Dalam Pelayanan, berarti Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Sinjai terbaik dalam mutu pelayanan, sarana dan
prasarana, sumberdaya manusia  serta berorientasi pada kepuasan pelanggan,
sehingga  memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan dan  dapat dipertanggung
jawabkan, baik secara  administrasi profesi, finansial dan legalitas hukum.Kawasan
Selatan Propinsi Sulawesi Selatan adalah kawasan yang potensil menjadi area
pelayanan,  yakni Kabupaten Sinjai dan sekitarnya serta daerah – daerah yang secara
geografis terletak pada jazirah timur bagian selatan Propinsi Sulawesi Selatan.Tahun
2013 adalah tahun pencapaian visi yang telah ditetapkan.
Misi
Berdasarkan VISI diatas, maka dirumuskan misi, yaitu Rumusan umum
mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, yaitu:
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan
Clinical Governance dalam Pengelolaan Rumah Sakit
2. Meningkatkan Mutu Pelayanan
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
4. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia
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Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dalam
Pengelolaan Rumah Sakit adalah upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip
kepemerintahan yang baik antara lain : Partisipasi, Akuntabilitas, Transparansi, Rule
of Law, Berorientasi pada hasil, Efektif dan Efisien. Rumah Sakit Umum Kabupaten
Sinjai dalam upaya mencapai Visi berusaha untuk menerapkan Good Governance
dengan membangun kapsasitas organisasi dan kelembagaan Rumah Sakit secara
internal, sehingga dapat semakin meningkatkan kepercayaan publik publik
(pelanggan)  terhadap Rumah Sakit dalam pelayanan kesehatan.Meningkatkan
pelayanan berarti dalam upaya mencapai Visi, Rumah Sakit Umum Kabupaten Sinjai
akan meningkatkan mutu pelayanan yang berorientasi pada  tingkat kepuasan
pelanggan, sesuai dengan SOP dan memenuhi SPM.
Meningkatkan sarana dan prasarana adalah upaya Rumah Saklit Kabupaten
Sinjai untuk mendukung kelancaran dan mutu pelayanan baik kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur, maupun sarana dan prasarana kesehatan, alat dan sarana prasarana
kedokteran, Laboratorium, Radiologi dan lain-lain. Meningkatkan Kualitas dan
Kuantitas Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Sinjai adalah upaya untuk memenuhi
kebutuhan tenaga kesehatan, adminitrasi dan manajemen serta operasional  RS sesuai
standar pelayanan minimal Rumah Sakit.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
a. Sejarah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai adalah
merupakan unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai dalam bidang
Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk yang mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dan
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Pembangunan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan
dan perundang-undangan yang berlaku.Terbentuknya dinas kependudukan dan
catatan sipil berawal pada tahun 2001, pada saat dibentuknya Kabinet Gotong
Royong, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Dalam Negeri serta, Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen Dalam Negeri. Melalui kedua
keputusan presiden tersebut maka mulai dibentuk Direktorat Jendral Administrasi
Kependudukan yang bertindak sebagai penyelenggara pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil serta pengelola informasi kependudukan dan pengkajian
perkembangan; proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan. Pembentukan
wadah organisasi tersebut pada hakikatnya sebagai suatu pemenuhan kebutuhan dan
untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Wewenang
Pemerintah dan Wewenang Propinsi sebagai Daerah Otonom. Dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 25 di bidang politik dalam negeri dan administrasi publik serta di
bidang lainnya, pemerintah memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan dan
pedoman administrasi kependudukan dan penetapan kebijakan sistem informasi
nasional, termasuk juga yang berkaitan dengan perihal kependudukan.
Dengan dasar-dasar pertimbangan tersebut di atas, maka dibentuklah dinas
kependudukan dan catatan sipil. Dalam rangka peningkatan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat daerah maka pemerintah pusat melalui Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 memberikan otonomi kepada pemerintahan kabupaten/kota
untuk mengatur rumah tangganya sendiri melalui pembentukan kantor-kantor
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dinas di daerah.Penyelenggaraan pemerintahan yang baik menuntut agar Aparatur
Negara bekerja lebih baik dalam suatu pemerintahan yang mampu mewujudkan
terselenggaranya mekanisme yang berdaya guna dan berhasil guna melalui cara
menciptakan, menggambarkan dan memelihara sinergi yang konstruktif untuk
meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat
b. Visi DanMisi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Visi:
Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
yangtransparan, cepat, tepat dan akuntabel
Misi :
1. Meningkatkan sumber daya manusia pelayanan
2. Mengembangkan etika pelayanan yang bersahabat
3. Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan
4. Meningkatkan upaya penanganan keluhan dan pengaduan masyarakat secara
tepat dan tepat.
c. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  merupakan perubahan dari Kantor
Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun
2011  tentang perubahan atas Peraturan Daerah No.18 Tahun 2010 tentang Organisasi
dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai memiliki Tugas Pokok dan Fungsi
sebagai berikut :
a. Tugas Pokok
Melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah
berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan pada pelayanan Sistem Informasi
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Kependudukan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan
peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
b. Fungsi
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan Pencatatan Sipil;
b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dibidang pengelolaan dan
pelayanan Pencatatan dan Penerbitan kutipan akta kelahiran, akta perkawinan, akta
perceraian, akta kematian, akta pengakuan dan pengesahan anak;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang  pengelolaan Informasi data
kependudukan dan catatan Sipil dan  Pengelolaan administrasi umum meliputi
ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan
d. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas danPelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinnya.
Susunan  Organisasi  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sinjai  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  35  tahun  2012  dan Peraturan Bupati
Sinjai Nomor 34 Tahun 2012 adalah sebagai berikut :
1.  Kepala Dinas
2.  Sekretariat
a) Tugas
Sekertariat, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi urusan  umum, perencanaan
dan keuangan.
b) Fungsi
1. Penyiapan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggung
jawaban keuangan.
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2. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana
3. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan
4. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan
5. Pelaksanaan penyiapan data dan informasi, kepustakaan dan hubungan
masyarakat
6. Pengkoordinasian kegiatan yang dilaksanakan dinas
7. Pelaksanaan analisis dan pengendalian pelaksanaan program dan
proyek
8. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan program dan proyek serta
penetapan rencana strategis
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan
10.Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas
Sekretariat terdiri dari :
a.  Sub Bagian Program
1)  Tugas
a) Mengumpulkan dan mengolah data untuk bahan penyusunan program
b) Melaksanakan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik
c) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana program dan proyek
serta penetapan rencana strategis pengembangan
d) Melaksanakan penyusunan rencana operasioal kegiatan beserta kebutuhan
anggaran
e) Melaksanakan analisis dan pengendalian pelaksanaan program dan
proyek
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f) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan
g) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.
b. Sub Bagian Keuangan.
1)  Tugas  :
a) Meghimpun dan mengolah data untuk penyusunan anggaran rutin dan
pembangunan
b) Menyiapkan usulan anggaran Dinas
c) Mengolah tata usaha keuangan dan pembukuan, realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
d) Melakukan pembayaran gaji pegawai, keuangan dan pembukuan,
realisasi APBD
e) Melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan
f) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Sekretaris
c. Sub Bagian Kepegawaian
1)  Tugas
a) Melaksanakan tata naskah Dinas dan Tata kearsipan
b) Melaksanakan urusan rumah tangga, protokol dan hubungan
masyarakat
c) Melakukan analisis kebutuhan barang-barang keperluan kantor serta
pembekalan lain
d) Menghimpun dan mengolah data menyusun dokumentasi peraturan
perundang-undangan dan pembangunan
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e) Melaksanakan tugas-tugas di bidang kelembagaan dan
ketatalaksanaan
f) Menyelenggarakan Tata Usaha Kepegawaian yang meliputi :
pengumpulan data pegawai, usulan-usulan kenaikan gaji berkala,
kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dalam jabatan
serta pemberhentian pegawai.
g) Menyusun formasi dan perencanaan pegawai
h) Melaksanakan pengembangan karier, kesejahteraan pegawai serta
usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai
i) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan
j) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Sekretaris.
3. Bidang Pendaftaran Penduduk
a. Tugas
Merumuskan serta melaksanakan kebuijakan di bidang identitas
penduduk dan perpindahan penduduk.
b. Fungsi
1) Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
2) Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern bidang untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;
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3) Mengkoordinir para pelaksana seksi dalam merumuskan program
dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
4) Melakukan koordinasi yang diperlukan dengan bidang lainnya
dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
5) Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai
kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundag-undangan yang
berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
6) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan  Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku
7) Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
8) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
9) Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan hasil yang di capai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan
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10) Melaksanakan pewrumusan kebijakan teknis dibidang
pendaftaran penduduk;
11) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan pelayanan
umum dibidang pendaftaran penduduk sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan;
12) Melakukan pemantaun, evaluasidan pelaporan penyelenggaraan
urusan dibidang pendaftaran penduduk;
13) Melaksanakan pengelolaan pencatatan perpindahan penduduk,
identitas penduduk dan perpindahan penduduk rentan;
14) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan serta pelaksanaan
tugas-tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala Dinas;
4. Bidang Pendaftaran Penduduk terdiri dari:
a. Seksi Perpindahan Penduduk :
1). Tugas
a) Menyusun rencana kegiatan dibidsang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutruhan untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
b) Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan
teknis di bidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
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c) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku ;
d) Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-unangan yang berlaku ;
e) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
sesuai dengan hasil yang di capai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan ;
f) Melaksanakan pengelolaan dan pencatatan perpindahan
penduduk;
g) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
h) Menganalisis dan menyusun telaahan bahan kebijakan teknis,
pembinaan, bimbingan, pengembangan, pengendalian,
pengawasan dan pemantauandi lingkup identitas penduduk;
i) Mengumpulkan peraturan perundang-undangan kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis  serta bahan-bahan lain yang
berhubungan dengan identitas penduduk;
j) Melaksnakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan;
k) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Perpindahan Penduduk.
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b. Seksi Identitas Penduduk
1) Tugas
a) Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaaan tugas
dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b) Menyusun program perencanaan, pengawasan an pemeliharaan
teknis di bidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang belaku ;
d) Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-unangan yang berlaku ;
e) dengan hasil yang di capai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan ;
f) Melaksanakan pengelolaan dan pencatatan identitas penduduk;
g) Mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis  serta bahan-bahan lain yang
berhubungan dengan Administrasi kependudukan;
h) Melaksanakan, evaluasi dan penyusunan laporan ;
i) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidangpendaftaran Penduduk.
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c. Seksi Perpindahan Penduduk Rentan
1. Tugas
a) Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku;
b) Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan
teknis di bidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang belaku ;
d) Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
e) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang di capai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan ;
f) Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan proses perpindahan
penduduk;
g) Melaksanaka evaluasi dan menyusun laporan ; dan
h) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala
bidang pendaftaran penduduk.
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5. Bidang Pencatatan Sipil terdiri atas
1) Tugas
Melaksanakan sebagian tugas  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
meliputi kelahiran dan kematian, pencatatan perkawinan dan perceraian, pengakuan
anak, perubahan/mutasi data pada akta.
2) Fungsi
a. Merumuskan rencana Program Kerja (RKA) dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis di
bidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern bidang untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk
dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-undangan  yang berlaku.
d. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar
tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
e. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan
pertimbangan dalam menilai peningkatan karier  bawahan;
f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pencatatan sipil;
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g. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan pelayanan umum
dibidang pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku
h. Melaksanakan Tugas di bidang pencatatan sipil;
i. Memantau, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan dibidang
pencatatan sipil;
j. Melaksanakan penyelenggaraan pencatatan kelahiran dan kematian pencatatan
perkawinan dan perceraian, pengakuan anak dan perubahan/mutasi data pada
akta;
k. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan
l. Melaksaknakan tugas - tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas
6. Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari :
a. Seksi Pencatatan kelahiran dan Kematian
1) Tugas
a. Menyusun bahan rencana kerja dan anggaran, rencana strategis / RPJK,
bahan kebijakan yang terkait dengan rencana pencatatan kelahiran dan
kematian;
b. Menyusun program perencanaan, pengawasan, pemeliharaan teknis di
bidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern bidang untuk kelancaran
tugas pelaksanaan tugas;
c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku
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d. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
e. Melakukan pengawasan terhadap tugas bawahan sesuai dengan hasil
yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan
pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
f. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan  program pencatatan
kelahiran dan kematian;
g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan
h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala
bidang Pencatatan Sipil;
i. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan;
j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
berkaitan dengan tugas [pokok organisasi guna mendukung kinerja
organisasi;
b. Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian
1). Tugas
a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan
kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai
dengan ketentuan poeraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Menyusun program perencanaan, pengawasan, dan pemeliharaan teknis
dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang untuk
kelancaran tugas pelaksanaan tugas ;
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c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku ;
d. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya
agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksnaan tugas sesuai dengan hasil
yang di capai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebaagai bahan
pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan ;
f. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program pencatatan
perkawinan dan perceraian;
g. Melaksanakan Evaluasi dan menyusun laporan ;
h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala
Bidang Pencatatan Sipil.
c. Seksi Pengakuan Anak, Perubahan / Mutasi Data pada Akta
1) Tugas
a. Menyusun bahan rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. Menyusun program perencanaan, pengawasan, dan pemeliharaan teknis
dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang untuk
kelancaran tugas pelaksanaan tugas
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c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk di
laksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku
d. Tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
e. Hasil yang di capai dengan mecocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebaagai bahan
pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan
f. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program penyelenggaraan
pencatatan pengakuan anak, perubahan/mutasi data pada akta;
g. Melaksanakan Evaluasi dan menyusun laporan
h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala
Bidang Pencatatan Sipil;
i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan
berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja
organisasi.
7. Bidang Pengolahan Data dan Dokumen Penduduk
1) Tugas
Merumuskan rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
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2) Fungsi
a. Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis
dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern bidang untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;
b. Mengkoordinir para kepala seksi dalam merumuskan program dan
system kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
e. Memberi bimnbingan dan petuntuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuaidengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencxana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai
deangan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam meniulai peningkatan karier bawahan;
63
h. Melaksanakan pengembangan system teknologi informasi, analisis
data dan pelayanan informasi dan pengelolaan dokumen
kependudukan;
i. Menyiapkan bvbahan perumusan kebijakan teknis dibidang
pengelolaan informasi administrasi;
j. Menyelenggarakan urusan poemerintahan umum dan pelayanan umum
dibidang pengelolaan ibnformasi administrasi sesuai dengan
ketenyuan perudang-undangan;
k. Melaksanakan tugas dibidang pengelolaan data dan dokumen
penduduk
l. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas/kegiatan kepada Kepala Dinas
8. Bidang Pengolahan data dan Dokumen Penduduk terdiri dari 3 (tiga) seksi
yaitu :
1) Seksi Sistem Teknologi Informasi
Tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
b. Menyusun program perencanaan, pengawasan dan
pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi
intern bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
64
c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
d. Memberi bimnbingan dan petuntuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas
sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan
terhadap petuntuk dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. Melaksanakan penyusunan rencana dan program system
teknologi informasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang lain yang diberikan
oleh Kepala Bidang Pengolahan data dan Dokumen Penduduk;
2) Seksi Analisa Data dan Pelayanan Informasi
Tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
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b. Menyusun program perencanaan, pengawasan dan
pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi
intern bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
d. Memberi bimnbingan dan petuntuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas
sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan
terhadap petuntuk dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. Melaksanakan penyusunan rencana dan program system
teknologi informasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang lain yang diberikan
oleh Kepala Bidang Pengolahan data dan Dokumen Penduduk;
3) Seksi Pengelolaan Dokumen Kependudukan
Tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran
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pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
b. Menyusun program perencanaan, pengawasan dan
pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi
intern bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
d. Memberi bimnbingan dan petuntuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas
sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan
terhadap petuntuk dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan pengelolaan
dokumen  kependudukan;
g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang lain yang diberikan
oleh Kepala Bidang Pengolahan data dan Dokumen Penduduk;
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah, mempunyai tugas melaksanakan sebagian
kegiatan teknis penunjang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
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10. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinaskependudukan dan Pencatatan Sipiul sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan.
3. Kantor Kecamatan Sinjai Utara
Kantor kecamatan sinjai utara merupakan unsure pelaksanaan pemerintah
Daerah Kabupaten Sinjai, kantor yang terletak di jalan Bulu kunyi No.1 kabupaten
Sinjai
a. Visi dan Misi Kantor Kecamatan Sinjai Utara
`Visi: Mewujudkan Good local goveurnanee untuk menciptakan pelayanan
prima pada masyarakat
Misi:
1. Mewujudkan pelayanan publik yang prima di bidang pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan sinjai utara
2. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan
yang terampil dan professional dalam menunjang kualitas pelayanan kepada
masyarakat
3. Meningkatkan responsifitas masyarakat terhadap pelayanan publik dan
kebijakan pemerintah daerah kabupaten Sinjai
4. Meningkatkan kualitas pelayanan umum terpadu terhadap masyarakat melalui
insensitas pengkordinasian dan pengembangan, pemberdayaan masyarakat
serta kesejahteraan sosial.
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b. Struktur organisasi kantor kecamatan Sinjai Utara
Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 maka struktur
organisasi kantor kecamatan Sinjai Utara:
Camat
Sekretaris
Subbag - Kepegawaian dan pelayanan umum
- Perencanaan dan keuangan
Seksi - Tata pemerintahan
- Pemberdayaan masyarakat dan desa
- Ketentraman dan ketertiban umum
- Kesejahteraan masyarakat
B. PelaksanaanPelayanan Publik Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009
di Kantor   Pemerintahan Kabupaten Sinjai
Lembaga selaku penyelenggara layanan publik wajib melaksanakan
komponen standar pelayanan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik tersebut sehingga pengguna layanan (masyarakat)
mengetahui mengenai bagaimana pelaksanaan tugas dan kegiatan penyelenggaraan
pelayanan publik, sejak dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan atau pengendalian. Seluruh kegiatan tersebut harus dapat diinformasikan
dan mudah diakses oleh masyarakat.
Untuk itu, sejalan dengan penelitian ini yang bertujuan mengetahui bagaimana
kepatuhan Lembaga (Unit Layanan Publik) terhadap pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka penelitian ini mencoba
melihat apakah Lembaga pada Unit Layanan Publik sudah melaksanakan
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kewajibannya untuk membuat dan mengumumkan/memajang indikator-indikator




Di dalam memberikan landasan hukum dan kepastian hukum bagi
penyelenggara maupun pengguna layanan, prosedur pelayanan publik  yang
diselenggarakan oleh Lembaga Pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas.
Setiap Lembaga sesuai dengan lingkup kewenangan yang dimilikinya harus
menetapkan prosedur pelayanan publik  yang diselenggarakan di dalam suatu
penetapan peraturan dari internal Lembaga Pemerintah dimaksud sebagai dasar
hukum bagi penyelenggaraan pelayanan publik  kepada masyarakat.
Dari hasil wawancara yang dilakukan di Rumah sakit umum daerah
Kabupaten Sinjai telah mempunyai dasar hukum yang di atur dalam perda No. 3
tahun 2013 tentang perda pelayanan publik dan keputusan direktur RSUD Sinjai No.
143 tahun 2013,1 kemudian pada kantor Kecamatan Sinjai Utara juga telah memiliki
dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang no.3 tahun 2005,2 dan di kantor
Dinas kependudukan dan pencatatan sipil juga telah memiliki dasar hukum yang di
atur dalam perda No. 35 tahun 2012 tentang perubahan atas perda  No.18 tahun
2010.3
1Nikma, Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai bagian pendidikan dan akreditasi,
Wawancara, Sinjai , 16 Juni 2014.
2Agus Salam, S.STP, Sekertaris Camat Kecamatan Sinjai Utara, Wawancara, Sinjai, 9 Juni
2014.




Untuk memperoleh pelayanan, masyarakat harus memenuhi persyaratan yang
telah ditetapkan oleh pemberi pelayanan, baik berupa persyaratan teknis dan atau
persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penetapan persyaratan, baik teknis maupun administratif harus seminimal mungkin
dan dikaji terlebih dahulu agar benar-benar sesuai atau relevan dengan jenis
pelayanan yang akan diberikan. Segala persyaratan yang bersifat duplikasi harus
dihilangkan dari instansi yang terkait dengan proses pelayanan. Persyaratan tersebut
harus diinformasikan secara jelas dan diletakkan di dekat loket pelayanan, ditulis
dengan huruf cetak dan dapat dibaca dalam jarak pandang minimum 3 (tiga) meter
atau disesuaikan dengan kondisi ruangan. Dalam hal persyaratan perizinan, seperti
dokumen apa saja yang harus dibawa, identitas, dll.yang mudah untuk dilihat ketika
pengguna layanan datang untuk mengurus perizinan  pada Unit Pelayanan Publik
dimaksud.
Berdasarkan dari tiga lokasi penelitian yaitu Rumah Sakit Umum Daerah,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan kantor kecamatan kabupaten Sinjai
semua telah memasang persyaratan, dan persyaratan yang dipajang akan
memudahkan pengguna layanan untuk melihat syarat-syarat apa saja yang
dibutuhkan, dan meminimalkan proses transaksional yang buruk dengan petugas
layanan.
c. Ketersediaan SOP
Standart Operating Procedure (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk bagi
petugas pelayanan perizinan untuk bekerja melaksanakan tugas pekerjaan sesuai
dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instasi pemerintah berdasarkan indikator
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indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja
dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan SOP adalah menciptakan
komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan
untuk mewujudkan good governance.
Dalam penelitian ini dari tiga lokasi penelitian Rumah Sakit Umum Daerah
dan Kantor Camat Sinjai Utara yang  sudah mempunyai SOP dalam bekerja untuk
melayani pengguna layanan tetapi belum memajang SOP tersebut. Dan yang belum
memiliki SOP yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Penjelasan dari Lukman, sebagai sekretaris kantor dinas kependudukan dan
Pencatatan Sipil mengungkapkan bahwa SOP masih dalam tahap pembuatan4.
Sangat disayangkan masing ada Lembaga yang belum menyusun SOP dari
pelayanan publik  yang diselenggarakannya. Ketersediaan SOP ini sendiri sebenarnya
merupakan salah satu pra-syarat atau Indikator  bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi
pada Lembaga dimaksud. Tentunya dengan ketiadaan SOP ini dapat menciptakan
pelayanan yang tidak terstandarisasi dan berpotensi membuat kebingungan pada
masyarakat sebagai pengguna layanan maupun petugas pemberi layanan.
d. Bagan/Alur Pelayanan
Alur pelayanan adalah rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu
sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta cara-
cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian sesuatu pelayanan. Alur
pelayanan publik harus sederhana,tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah
dilaksanakan, serta diwujudkan dalam bentuk bagan alir (flow chart) yang dipampang
4 Lukman S.Pd, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Wawancara, Sinjai 10
juni 2014.
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dalam ruangan pelayanan. Alur Pelayanan sangat penting dalam penyelenggaraan
pelayanan publik karena berfungsi sebagai:
a. Petunjuk kerja bagi pemberi pelayanan
b. Informasi bagi penerima pelayanan
c. Media publikasi secara terbuka pada semua unit kerja pelayanan mengenai
prosedur pelayanan kepada penerima pelayanan
d. Pendorong terwujudnya sistem dan mekanisme kerja yang efektif dan efisien
e. Pengendali (kontrol) dan acuan bagi masyarakat dan aparat pengawasan untuk
melakukan penilaian/pemeriksaan terhadap konsistensi pelaksanaan kerja.
Alur Pelayanan selain menjelaskan bagaimana seharusnya proses  perizinan
itu berjalan, juga harus diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh penerima
pelayanan sehingga akan menjadi penting bagi pengguna layanan untuk mengetahui
proses apa saja yang sebenarnya berjalan ketika berkas layanan sudah/akan masuk di
penyelenggara pelayanan.
Dari hasil penelitian ini di dapatkan masih ada penyelenggara pelayanan
belum memampangkan alur pelayanan yaitu Dinas kependudukan dan Pencatatan
Sipil, padahal di dinas ini memampangkan persyaratan pelayanan sangatlah penting
dimana di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dimana
masyarakat menerbitkan Kartu keluarga, Akte kelahiran, dan Kartu Tanda Penduduk,
kemudian di lokasi penelitian Rumah Sakit Umum Daerah dan Kantor Kecamatan
Sinjai Utara sudah memampangkan secara jelas tentang alur pelayanan. Media yang
digunakan di dalam menginformasikan alur pelayanan paling banyak menggunakan
media manual.Sedangkan yang menggunakan media elektronik tidak ada.
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Penjelasan dari Drs. Akmal, sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil bahwa belum dapat memajang alur pelayanan karena masih dalam
tahap pembuatan.5
e. Informasi Produk/Jenis Layanan
Untuk memperjelas pengguna layanan, dibutuhkan penyediaan informasi
mengenai produk/jenis layanan yang disediakan oleh Kantor yang di tempati meneliti.
Dari survey yang dilakukan di unit layanan publik semua telah tersedia informasi
produk dan jenis layanan, yang menginformasikan jenis layanan yang disediakan
kepada pengguna layanan.Dari informasi yang disediakan ini semua berbentuk
manual.
f. Jangka Waktu/Standar Waktu Penyelesaian Suatu Pelayanan
Waktu penyelesaian pelayanan adalah jangka waktu penyelesaian suatu
pelayanan publik mulai dari dilengkapinya atau dipenuhinya persyaratan teknis dan
atau persyaratan administratif sampai dengan selesainya suatu proses pelayanan. Unit
pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan harus berdasarkan
nomor urut permintaan pelayanan, yaitu yang pertama kali mengajukan pelayanan
harus lebih dahulu dilayani atau diselesaikan apabila persyaratan lengkap, hal ini
sesuai dengan asas first in first out (FIFO).
Kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan publik harus
diinformasikan secara jelas dan diletakkan di depan loket pelayanan, ditulis dengan
huruf cetak dan dapat dibaca dalam jarak pandang minimum 3 (tiga) meter atau
disesuaikan dengan kondisi ruangan. Standar waktu pelayanan sangat penting bagi
5 Drs. Akmal, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Wawancara, Sinjai 10 juni
2014.
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pengguna layanan untuk kejelasan jangka waktu penyelesaian izin yang mereka buat
di penyelenggara perizinan.
Dalam penelitian ini di kantor kecamatan sinjai utara dan Rumah Sakit Umum
Daerah telah memasang/memajang jangka waktu pelayanan, Sementara di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum memasang/memajang jangka waktu
pelayanan. Penjelasan dari Drs. Akmal, sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil bahwa belum dapat memajang alur pelayanan karena masih dalam
tahap pembuatan.6
Bagi unit layanan publik  yang tidak memasang standar waktu pelaksanaan,
tentunya dapat berpotensi untuk mengulur-ulur pekerjaan mereka. Slogan “kalau bisa
diperlambat mengapa harus dipercepat” yang selama ini masih berkembang di
masyarakat juga bersumber dari beberapa penyelenggara perizinan yang tidak
memasang standar waktu pelayanan di tempat penyelenggara perizinan.
g. Informasi Standar Biaya Pelayanan
Biaya pelayanan adalah segala biaya dan rinciannya, dengan nama atau
sebutan apapun, sebagai imbalan atas pemberian pelayanan umum yang besaran dan
tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan. Kepastian dan rincian biaya pelayanan publik harus
diinformasikan secara jelas dan diletakkan di dekat loket pelayanan termasuk pula
bila terdapat pembebasan biaya pelayanan/biaya gratis.Informasi tentang biaya
pelayanan publik ini harus ditulis dengan huruf cetak dan dapat dibaca dalam jarak
pandang minimum 3 (tiga) meter atau disesuaikan dengan kondisi
6 Drs. Akmal, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Wawancara, Sinjai 10 juni
2014.
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ruangan.Transparansi mengenai biaya dilakukan dengan mengurangi semaksimal
mungkin pertemuan secara personal antara pemohon atau penerima pelayanan dengan
pemberi pelayanan.Unit pemberi pelayananseyogyanya tidak menerima pembayaran
secara langsung dari penerima pelayanan.Pembayaran hendaknya diterima oleh unit
yang bertugas mengelola keuangan atau bank yang ditunjuk oleh pemerintah atau unit
pelayanan.Di samping itu, setiap pungutan yang ditarik dari masyarakat harus disertai
dengan tanda bukti resmi sesuai dengan jumlah yang dibayarkan.Informasi biaya
pelayanan menjadi begitu penting untuk dipasang di tempat penyelenggara pelayanan
perizinan, karena selain untuk mewujudkan transparansi suatu instansi dalam
pengelolaan keuangan, juga untuk menghindari pungutan liar (pungli) yang dipungut
kepada pengguna layanan.
Dalam penelitian ini Di Rumah Sakit Umum Daerah telah memajang standar
biaya pelayanan, begitupun di Kantor Kecamatan Sinjai Utara sudah memajang
standar biaya pelayanan, namun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum
memasang informasi biaya pelayanan. Penjelasan dari Drs. Akmal, sebagai Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa belum dapat memajang alur
pelayanan karena masih dalam tahap pembuatan.7 Tentunya kondisi ini perlu
mendapat perhatian karena bagi penyelenggara layanan publik yang belum memasang
informasi standar biaya pelayanan.
h. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana adalah sarana bagi pengguna layanan untuk
mendapatkan kenyamanan dalam mengakses tempat penyelenggara pelayanan, di
dalam penelitian ini sarana dan prasarana diturunkan menjadi 8 sub Indikator yaitu
7 Drs. Akmal, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Wawancara, Sinjai 10 juni
2014.
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Ruang Tunggu, Pendingin Ruangan/AC, Tempat Duduk, Sarana Antrian, Toilet,
Televisi, Loket/Meja Pelayanan, Tempat parkir,
Setelah diadakannya penelitian di tiga lokasi pelayanan publik yaitu Rumah
Sakit Umum Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Kantor
Kecamatan Sinjai Utara menunjukkan semua lokasi penyelenggara layanan publik
telah memiliki ruang tunggu pengguna layanan, dan memiliki Pendingin ruangan/AC.
i. Jumlah Pelaksana, Tata Tertib, dan Kode Etik
Bahwa ketersediaan pelaksana layanan publik dalam jumlah yang memadai
sangat penting dalam menunjang kualitas layanan yang diberikan.Keterbatasan
jumlah pelaksana dapat mengakibatkan terjadinya inefisiensi dan kecepatan dalam
memenuhi standar layanan.Selain ketersediaan, keberadaan tata tertib dan kode etik
sangat penting dalam menjaga standar pelayanan yang diberikan.Dengan adanya tata
tertib dan kode etik, pelaksana layanan dapat memiliki panduan yang jelas mengenai
tindakan dan prilaku yang diperbolehkan atau dilarang.
Dalam penelitian ini, di Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak memajang jumlah pelaksana, tata tertib,
dan kode etik pelaksana layanan publik,  sedangkan di Kantor Kecamatan Sinjai
Utara telah memajang kode etik dan jumlah pelaksana layanan publik tapi tata tertib
belum di pajang.
Penjelasan dari A. Amini, S.Sos, sebagai SUBBAG Kepegawaian dan
Pelayanan Umum mengungapkan bahwa di kantor Kecamatan Sinjai Utara jumlah
pelaksana sudah cukup/proporsional dalam memberikan pelayanan publik.8
8 A. Armini, SUBBAG kepegawaian dan Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Sinjai Utara,
Wawancara, Sinjai, 13 juni 2014
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2. Visi, Misi, dan Moto
Visi Misi dan Moto adalah kesiapan penyelenggara pelayanan publik untuk
menyelenggarakan pelayanan sebaik mungkin, untuk itu visi misi dan moto
diperlukan sebagai indikator tambahan untuk memperkuat indikator utama yang telah
ada, di tiga lokasi penelitian telah memasang visi dan misi mereka sebagai
penyelenggara pelayanan publik dan pencantuman Visi Misi berbentuk manual.Dan
untuk pencantuman motto layanan di tiga lokasi penelitian telah memasang motto
layanan dan semua berbentuk manual.
3. Maklumat Pelayanan
Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis dari Penyelenggara berisi
janji-janji Penyelenggara untuk menjamin bahwa pelayanan yang diberikan sesuai
dengan standar pelayanan serta dipublikasikan secara luas sehingga ada komitmen
tertulis dan dipajang untuk kemudian dipatuhi oleh penyelenggara layanan tersebut,
hal ini menjadi perhatian khusus karena dari total tiga lokasi penelitian cuma satu
lokasi layanan publik yang memajang maklumat di tempat penyelenggara pelayanan
tersebut, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil dan kantor Kecamatan Sinjai Utara belum memajang maklumat pelayanan ini.
Penjelasan dari Agus Salam, S.STP, sebagai Sekertaris Camat di Kantor
Camat Kecamatan Sinjai Utara  mengungkapkan bahwa kantor tersebut belum
memiliki maklumat pelayanan insyaallah secepatnya akan di buat.9
Dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maklumat menjadi
sangat penting untuk ada di setiap penyelenggara pelayanan publik. Sesuai dengan
9 Agus Salam, S.STP, Sekertaris Camat Kecamatan Sinjai Utara, Wawancara, Sinjai, 9 Juni
2014.
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pasal 18 UU No. 25 tahun 2009 disebutkan bahwa Penyelenggara wajib menyusun
maklumat pelayanan sesuai dengan sifat, jenis, dan karakteristik layanan yang
diselenggarakan dan dipublikasikan secara jelas,10 selain itu diamanatkan pula pada
Pasal 46 bahwa Penyusunan dan pelaksanaan maklumat pelayanan harus dipenuhi
selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak UU ini berlaku. Manfaat Maklumat
Pelayanan jika dapat dilaksanakan secara konsekuen antara lain : 1. Meningkatkan
responsivitas petugas pelayanan terhadap stakeholder yg dilayani.  2.
Meningkatkan kepuasan masyarakat/pengguna jasa layanan.  3. Meningkatkan kinerja
dan kualitas layanan secara menyeluruh.  4. Sebagai dasar Etika bagi service
provider.
Selain itu, Maklumat Pelayanan juga berfungsi sebagai : 1. Sebagai
infrastruktur/software penyelenggaraan pelayanan.  2. Mendekatkan pejabat publik
dengan konstituen melalui “ikatan kepatutan”.  3. Membangun kredibilitas
penyelenggara dan penyelenggaraan pemerintahan melalui pemeliharaan
“otentisitas”.  4. Mewujudkan idealita tentang pemerintah yang berfokus pada warga
negara (citizen centric government). Oleh karena itu, Unit Layanan Publik di
Pemerintahan Kabupaten Sinjai wajib menyusun Maklumat Pelayanan selain sebagai
bentuk “perjanjian sosial” antara penyelenggara layanan publik dengan pengguna
layanan publik.
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik
Sistem informasi pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi
penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi
10 Republik Indonesia, pasal 18 Undang-Undang RINomor 25 Tahun 2009 tentang
pelayanan publik
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dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat dan sebaliknya dalam
bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa
lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik. Sistem informasi pelayanan
publik berisi semua informasi pelayanan publik yang berasal dari penyelenggara
pelayananan publik pada setiap tingkatan dan sekurang- kurangnya memuat informasi
yang meliputi : profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat
pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja Sistem informasi pelayanan
publik ini adalah media sosialiasi kepada khalayak umum bahwa ada kegiatan
pelayanan publik di tempat penyelenggara pelayanan publik tersebut.
Dalam penelitian ini di Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil, dan Kantor kecamatan Sinjai Utara sudah
memajang/mempublikasikan sistem informasi pelayanan publik ini.
5. Sarana Pengguna Layanan Berkebutuhan Khusus
Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
menyebutkan penyelenggara pelayanan publik wajib memberi pelayanan dengan
perlakukan khusus kepada anggota masyarakat tertentu.11 Masyarakat tertentu adalah
kelompok rentan meliputi penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak,
korban bencana alam, dan korban bencana sosial. Bukan itu saja, fasilitas dan
perlakuan khusus kepada kelompok rentan harus diberikan tanpa pungutan biaya alias
gratis.
Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa belum seluruh Unit Layanan Publik
di Lembaga  yang menjadi sampel dalam peneltitian ini  menyediakan sarana khusus
11 Republik Indonesia, pasal 29 Undang-Undang RINomor 25 Tahun 2009 tentang
pelayanan publik.
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bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus tersebut, baik dari loket khusus, ruang
khusus ibu menyusui dan anak, Toilet Khusus, Tombol Lift Timbul dan Suara,
Pegangan Rambatan, jalur pemandu dan Ram. Contohnya saja di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Kantor Kecamatan Sinjai Utara belum
menyediakan sarana khusus bagi pengguna layanan seperti, loket khusus, ruang
khusus ibu menyusui dan anak, Toilet Khusus, Tombol Lift Timbul dan Suara,
Pegangan Rambatan, jalur pemandu dan Ram, berbeda dengan di Rumah Sakit
Umum Daerah telah menyediakan sarana khusus bagi pengguna layanan seperti,
RAM, jalur pemandu, dan pegangan rambatan tapi belum memilki loket khusus,
ruang khusus ibu menyusui dan anak, toilet khusus, tombol lift timbul dan Suara.
Penjelasan dari Lukman, S.Pd, sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil bahwa memang belum ada sarana khusus yang ada di kantor ini
namun secepatnya akan di realisasikan untuk meningkatkan pelayanan publik.12
Ditanyakan pula mengenai petugas khusus yang disediakan oleh unit layanan
publik  dalam melayani kelompok rentan ini, dari kondisi lapangan terlihat unit
layanan belum menyediakan petugas khusus.
Hasil penelitian di atas menjadi bukti empiris yang menunjukkan bahwa
masih dijumpainya keadaan yang belum sesuai dengan kondisi yang diharapkan bagi
kelompok rentan. Meskipun sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009, namun demikian fasilitas pelayanan publik bagi kelompok rentan masih
sangat minim dan dalam pelaksanaannya pun belum banyak terlihat aksesabilitas
pelayanan bagi kelompok rentan terutama bagi penyandang cacat dan para lansia
(lanjut usia). Untuk itu perlu dilakukan reformasi dalam pelayanan publik untuk
12 Lukman S.Pd, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Wawancara, Sinjai 10
juni 2014.
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mewujudkan aparat dan pelayanan publik yang baik dan siap untuk melayani
kelompok rentan yang harus dibangun adalah dengan melakukan perubahan mind-set
dan culture-set serta pengembangan budaya kerja bagi aparat yang memberikan
pelayanan publik, sehingga muncul kesadaran yang tinggi dari aparatur untuk
memberikan pelayanan yang sebaik- baiknya bagi masyarakat dan tidak membeda-
bedakan masyarakat.
6. Pengelolaan Pengaduan
Pengaduan masyarakat merupakan bukti adanya penyimpangan atau
ketidakpuasan masyarakat/pengguna layanan dalam penyelenggaraan pelayanan
publik, tetapi pengaduan masyarakat juga menjadi sebuah tantangan tersediri bagi
penyelenggara layanan untuk bisa memperbaiki dan memberikan layanan yang sesuai
dengan yang diharapkan oleh masyarakat.Untuk itu, penyelenggara layanan publik
wajib memiliki unit pengaduan khusus untuk dapat menjembatani keluhan yang
dirasakan oleh masyarakat demi terwujudnya kualitas dan kepuasan dari masyarakat
selaku pengguna layanan.Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009, penyelenggara
pelayanan berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana
yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan serta berkewajiban menyusun
mekanisme pengelolaan pengaduan dari penerima pelayanan dengan mengedepankan
asas penyelesaian yang cepat dan tuntas.13
Hasil penelitian menunjukan Unit layanan Publik yang ada pada kantor
Pemerintahan Kabupaten Sinjai telah menyediakan Sistem Pengelolaan Pengaduan
untuk menangani keluhan masyarakat pengguna pelayanan terhadap kinerja
pelayanan publik yang berada dalam wilayahnya. Hal ini terlihat dari ketersediaan
13 Republik Indonesia, Undang-Undang RINomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik
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informasi mengenai cara/prosedur pengaduan yang telah disediakan oleh tiga lokasi
penelitian yaitu Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Kependudukan dan pencatatan
sipil, dan Kantor Kecamatan Sinjai Utara. Untuk pejabat khusus yang menangani
pengaduan, di tiga lokasi penelitian semuanya telah memiliki pejabat khusus untuk
mengelola pengaduan dari pengguna layanan.
Untuk itu, perlu meningkatkan kesadaran kepada pengelola pengaduan pada
Unit Layanan Publik tersebut agar ada transparansi dalam pengelolaan pengaduan
serta menilai bahwa pengaduan atau keluhan dari masyarakat/penerima layanan
memiliki nilai positif, dimana dengan mengetahui kelemahan layanan yang diberikan
maka instansi yang bersangkutan akan terdorong untuk memperbaiki kualitas
layanannya.
7. Sarana Pengukuran Kepuasan Pelayanan
Di dalam upaya memperbaiki kualitas pelayanan, sangat penting bagi
penyelenggara layanan publik  untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan. Dari
informasi inilah, unit penyelenggara layanan dapat berkaca atas kualitas layanan yang
diberikan kepada pengguna layanan.
Berdasarkan hasil penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Kantor Kecamatan Sinjai Utara diketahui
bahwa semua dari penyelenggara layanan publik ini tidak memiliki dan menyediakan
sarana pengukuran kepuasana pelayanan yang dapat diisi oleh pengguna layanan.
8. Petugas Keamanan
Di dalam memberikan rasa aman terhadap pengguna layanan, penyedia
layanan publik  dalam hal ini adalah Lembaga harus menyediakan sarana
pengamanan, terutama dalam bentuk petugas keamanan. Penelitian ini juga
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menanyakan kepada Lembaga yang disurvei mengenai petugas keamanan yang
disediakan untuk memberikan rasa aman bagi pengguna layanan.Diketahui dari hasil
survey tersebut bahwa semua dari tiga lokasi penelitian telah menyediakan petugas
keamanan di lokasi penyelenggaraan layanan.
9. Sertifikasi ISO 9001:2008
ISO 9001:2008 adalah suatu standar internasional yang ada dimana kualitas
ISO 9001:2008 menetapkan persyaratan-persyaratan dan rekomendasi untuk desain
dan penilaian dari perlu untuk dikonsultasikan oleh perusahaan/penyelenggara
layanan.ISO 9001:2008 bukan merupakan standar produk, karena tidak menyatakan
persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah produk (barang atau
jasa).ISO 9001:2008 hanya merupakan standar sistem manajemen
kualitas.Diharapkan bahwa produk/jasa yang dihasilkan dari suatu
perusahaan/penyelenggara layanan memiliki kualitas internasional dan berkualitas
baik (standar). Sistem manajemen ISO 9001:2008 merupakan prosedur
terdokumentasi dan praktek- praktek standar untuk manajemen sistem, yang
bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang atau jasa)
terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu, dimana kebutuhan atau persyaratan
tertentu tersebut ditentukan atau dispesifikasikan oleh pelanggan dan organisasi.
Konsultan ISO akan memberikan training dan pelatihan untuk implementasinya
sehingga dengan sistem manajemen ini diharapkan pelanggan akan terpuaskan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa tiga lokasi penelitian di lingkup
pemerintahan Kabupaten Sinjai belum mempunyai sertifikat ISO 9001:2008.
Penjelasan dari Drs Yuhadi Samad, M.Si, sebagai Camat Sinjai Utara
mengungkapkan bahwa kantor Camat Sinjai Utara belum mendapatkan sertifikat ISO
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9001:2008,14 begipun yang di jelaskan oleh Lukman S.Pd bahwa Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008.15
10. Atribut
Seragam dan Kartu identitas atau ID memiliki fungsi tidak hanya sebagai
pelengkap atribut pegawai saja, akan tetapi memberi arti tersendiri dalam mendukung
formalitas dan image Unit Layanan Publik tersebut. Fungsi dari penggunaan seragam
dan ID Card, antara lain :
a) Memberikan kesan positif pada suasana kerja.
b) Memberikan kesan formal dan rapi.
c) Memudahkan pengguna layanan untuk mengenali pegawai.
d) Memisahkan secara tegas antara pegawai dan non pegawai untuk
menjaga keamanan, penyusupan, dan hal-hal yang tidak diinginkan.
Dengan penggunaan seragam dan kartu id maka sangat memungkinkan untuk
penerapan akses kontrol pegawai. Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa
pada petugas layanan di Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, dan Kantor kecamatan Sinjai Utara Telah menggunakan ID card.
C. Faktor penghambat pelaksanaan Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang
pelayanan publik di kantor pemerintahan kabupaten Sinjai
Pelaksanaan tugas pelayanan dalam strukutur organisasi tidak selamanya
berjalan dengan baik seperti yang kita harapkan, terkadang dalam pelaksanaannya
aparat pemerintah mengalami kendala-kendala atau faktor penghambat, Demikian
halnya pelaksanaan pelayanan pemerintah yang ada di daerah Kabupaten
14 Drs. Yuhadi Samad, M.Si, Camat Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, Wawancara, Sinjai, 16
juni 2014.
15 Lukman S.Pd, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Wawancara, Sinjai, 12
Juni 2014.
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Sinjaidipengaruhi oleh beberapa fakto-faktor, baik itu faktor yang menjadi
pendukung jalannya pelayanan maupun faktor yang kemudian menjadi penghambat
pelayanan itu sendiri. Berikut ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai faktor-faktor
yang kemudian menjadi penghambat jalannya pelayanan publik di kantor
pemerintahan kabupaten Sinjai.
1. Sumber Daya Aparatur
Untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sangat
dibutuhkan aparatur – aparatur pemerintah yang memiliki kualitas sumber daya
manusia yang handal, untuk itulah kemudian dapat dikatakan keberhasilan suatu
pelayanan salah satunya sangat ditentukan oleh kualitas aparat yang ditunjuk sebagai
pelayanan publik. Kemampuan dalam hal ini yaitu baik dari segi kemampuan
keilmuan atau wawasan maupun dari segi keahlian (skill) yang dimiliki,aparat yang
mempunyai kreativitas dalam pelaksanaan tugas senantiasa mengacu kepada
peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan serta memperhatikan ketepatan
sasaran dalam pelaksanaan fungsi pelayanan dan menempatkan disiplin serta
tanggung jawab sebagai prinsip utama.
2. Kesadaran Masyarakat
Salah satu faktor yang turut mempengaruhi pelaksanaan tugas pelayanan
pemerintah di kabupaten Sinjai adalah faktor kesadaran masyarakat. Kesadaran
masyarakat dimaksudkan ialah kesadaran untuk mempersiapkan segala yang menjadi
persyaratan untuk melakukan suatu urusan pelayanan di kantor, relasi antara aparat
pemerintah dengan masyarakat memang harus saling mendukung agar dapat
mencapai tujuan yang di harapkan, baik itu dari pihak masyarakat maupun dari aparat
pemerintah sendiri.Sesuai pengamatan di lapangan, ada beberapa masyarakat yang
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kurang memahami dan menyadari dengan pengurusan yang seharusnya sudah wajib
di miliki. olehnya itu, ketika akan melakukan pengurusan seperti KK, KTP, dan Akte
Kelahiran, dan lain-lain keinginan mereka itu segera selesai dengan cepat tetapi
mereka kadang tidak memperhatikan apa yang seharusnya menjadi persyaratan.
Dengan keadaan seperti ini, dalam artian kurangnya kesadaran masyarakat bagaimana
menciptakan kerja sama antara apatar pemerintah. Sebaliknya, jika mereka benar
sadar tanpa harus ada paksaan maka akan menciptakan relasi atau kerja sama yang
baik antara pemerintah dengan masyarakat.
3. Sarana dan Prasarana
Salah satu faktor yang bisa menjadi penghambat prosedur pelayanan yaitu
saran dan prasarana.Dengan adanya sarana pelayanan beraneka ragam jenis dan
fungsinya dapat membantu pelayanan pada masyarakat lebih efisien dan
efektif.Untuk itu bahwa sarana dan prasaran dapat dikatakan sebagai pendukung
dikarenakan dapat membantu prsoes pelayanan, begitu pula sebaliknya, jika sarana
dan prasaran kurang memadai, maka bisa menghambat prosedur pelayanan.Darihasil
observasi di lokasi penelitian banyak sarana dan prasarana di tempat layanan publik
belum tersedia seperti jalur RAM dan pengukur kualitas layanan publik.
4. Sosialisasi
Salah satu yang bisa jadi penghambat pelaksanaan pelayanan publik di kantor
pemerintahan kabupaten Sinjai yaitu kurangnya sosialisasi dari pihak penyelenggara
pelayanan publik terhadap pengguna layanan tentang bagaimana cara pengurusan dan
penyelesaian ketika mengurus perizinan, KK, KTP, Akte kelahiran, lokasi atau





Berdasarkan pokok permasalahan yang diidentifikasikan pada bab
sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan pelayanan publik sudah sangat jelas di dalam Undang-Undang No.
25 tahun 2009, akan tetapi proses pelaksanaannya belum maksimal. Hal ini
dapat diketahui berdasarkan penelitian penulis di lingkup pemerintahan
Kabupaten Sinjai yaitu Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, dan Kantor Kecamatan Sinjai Utara masih ada yang belum
melaksanakan amanat undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan
publik.
2. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Undang-Undang No. 25 tahun 2009
tentang pelayanan publik di kantor pemerintahan kabupaten Sinjai adalah
kurangnya sumber daya aparatur, kesadaran masyarakat, sarana dan prasarana,
dan sosialisasi penyelenggara pelayanan publik.
B. Implikasi Penelitian
1. Agar Pemerintahan Kabupaten Sinjai lebih pro aktif dalam mensosialisasikan
kembali peran penting Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik kepada seluruh Lembaga Pemerintah khususnya kepada unit
penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi dan menginformasikannya
kepada masyarakat/pengguna layanan mengenai komponen standar pelayanan
publiknya, yang meliputi :  Dasar hukum, Persyaratan, Sistem, mekanisme, dan
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prosedur, Jangka waktu penyelesaian pelayanan, Biaya/tarif pelayanan, Produk
pelayanan, Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, Kompetensi pelaksana,
Pengawasan internal, Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, Jumlah
pelaksana, Jaminan pelayanan, dan Jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan.
2. Agar pemerintah sinjai lebih meningkatkan sistem pelayanan publik di setiap
kantor yang menyelenggarakan pelayanan publik agar pelayanan berjalan
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